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PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
	Menimbang
	:
	a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan dan terintegrasi dengan dunia usaha besar yang mempunyai potensi kedudukan dan peranan penting dalam membangun perekonomian daerah khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha masyarakat;

	
	
	b. bahwa keberadaan koperasi sebagai salah satu wadah berhimpunnya kegiatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

	
	
	c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan perlu diberdayakan;


	
	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	
	2. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

	
	
	5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

	
	
	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


	
	
	7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

	
	
	9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

	
	
	10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

	
	
	11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1994 Nomor 8, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3540);


	
	
	13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

	
	
	14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

	
	
	15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

	
	
	16. Peraturan Pemerintah Nomor  38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	
	
	17. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;

	
	
	18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);                                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

	Dengan Persetujuan Bersama

	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

	dan

	WALIKOTA TANGERANG SELATAN

	

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

7. Pejabat Dinas adalah Pegawai yang diberikan tugas dibidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Lembaga Gerakan Koperasi adalah Organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi di Daerah.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

14. Usaha Perorangan adalah usaha yang tidak berbadan hukum.
15. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

16. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, institusi/lembaga lainnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan   kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.

18. Pemberdayaan  adalah upaya yang dilakukan  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan   pengembangan.
19. Pengembangan adalah upaya yang  dilakukan oleh Pemerintah, dunia   usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah   Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan  kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya.

21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan mikro, kecil, dan menengah.
22. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjaminan kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
24. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
25. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

26. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.

27. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan.
28. Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KPKS adalah Komisi yang melakukan pengawasan dan pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP/KJKS/UJKS).

29. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi pada satu periode tertentu.

30. Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.

31. Sertifikat Kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS adalah sertifikat hasil penilaian kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS yang menyatakan KSP/USP, KJKS/UJKS dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

32. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kegiatan usahanya. 

BAB II
Bagian Kesatu
Landasan, Azas
Pasal 2
(1) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
(2) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM berdasarkan azas kekeluargaan dan profesionalisme.
(3) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip:
a. kemandirian;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. profesionalisme;
e. efisiensi dan efektifitas;
f. kompetitif; dan
g. responsibilitas.
Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan
Pasal 3
(1) Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
(2) Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM bertujuan:

a. untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat; dan
b. menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar koperasi dan UMKM dapat berdaya saing baik di dalam maupun di luar negeri.
BAB III

KOPERASI
Bagian Kesatu
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan 
dan Keputusan Pembubaran Koperasi
Pasal 4
(1) Akta pendirian koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
(2) Walikota melalui Kepala Dinas memberikan pengesahan Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
(3) Persyaratan dan tata cara pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan administrasi dan pembuatan akta notaris koperasi.
Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 5
(1) Keanggotaan seseorang pada Koperasi diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi.
(2) Standar status keanggotaan seseorang pada koperasi digolongkan sebagai berikut:
a. Anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota;
b. Calon Anggota yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi. Namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan oleh koperasi dan tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya;
c. Anggota Kehormatan yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi, anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi; dan
d. 
Anggota Luar Biasa, yaitu mereka yang berstatus warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.
Bagian Ketiga
Rapat Anggota Koperasi

Pasal 6
(1) Setiap Koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan Koperasi/RAT Koperasi.

(2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan sebagai penerapan manajemen terbuka.
(3) Selain Rapat Anggota, koperasi dalam melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada     ayat (2).

(4) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi. 

(5) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

(6) Hasil Keputusan Rapat anggota wajib dilaporkan kepada instansi yang membidangi koperasi.
Bagian  Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7
(1) Dalam rangka pengawasan Koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Dinas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(2) Untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan pengawas koperasi kepada anggotanya, maka setiap akhir tahun diwajibkan menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. dalam menyusun laporan keuangan, koperasi dapat meminta bantuan tenaga dari Pejabat Dinas dan/atau Akuntan Publik;
b. koperasi dapat meminta audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Pejabat Dinas dan/atau Akuntan Publik.
Pasal  8
Dalam rangka pembinaan Organisasi dan Usaha, Koperasi wajib :
a. Membuat Identitas (Papan Nama Koperasi) yang dipasang didepan Kantor;
b. Memiliki buku kelengkapan organisasi;
c. Memiliki izin usaha simpan pinjam dari instansi yang membidangi koperasi bagi koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP).
Pasal  9
Pengawasan terhadap koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi diselenggarakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Pasal  10
Dalam rangka pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP/KJKS/UJKS) dibentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS).
Pasal  11
Tugas Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS):
a. membuat pedoman pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS sebagai acuan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
b. melaksanakan pengendalian kepada KSP/USP dan KJKS/UJKS;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS;
d. monitoring dan evaluasi tindaklanjut dari pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
Pasal 12
Sasaran Pengendalian KPKS antara lain:

a. KSP/USP dan KJKS/UJKS;
b. Perlengkapan organisasi (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas) dan pengelola KSP/USP dan KJKS/UJKS;
c. KSP/USP dan KJKS/UJKS wilayah Kota Tangerang Selatan;
d. Anggota/Calon Anggota KSP/USP dan KJKS/UJKS wilayah Kota Tangerang Selatan;
e. Sistem Pengelolaan Usaha KSP/USP dan KJKS/UJKS wilayah Kota Tangerang Selatan.
Pasal 13
Pembentukan dan pengaturan lainnya tentang Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian  Kelima
Pemeringkatan Koperasi

Pasal  14
(1) Untuk mengetahui kinerja Koperasi dalam suatu periode tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi Koperasi dan mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat, Dinas melaksanakan Pemeringkatan Koperasi.
(2) Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap penjabaran pelaksanaan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis, prinsip partisipasi ekonomi anggota, prinsip otonomi dan kemandirian, prinsip pendidikan dan pelatihan, prinsip kerjasama dan prinsip kepedulian terhadap komunitas.

(3) Kepala Dinas menetapkan Keputusan Pemeringkatan Koperasi dan mengeluarkan Sertifikat Pemeringkatan Koperasi yang berlaku 2 (dua) tahun.

(4) Sertifikat Pemeringkatan menjadi referensi bagi fasilitas dan pembinaan Koperasi.
Bagian  Keenam
Penilaian Kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS

Pasal  15
(1) Untuk mengetahui kondisi KSP/USP, KJKS/UJKS dalam suatu periode tertentu, menetapkan peringkat kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS dan mendorong KSP/USP, KJKS/UJKS agar menerapkan manajemen usaha jasa keuangan yang sehat, Dinas melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP dan/atau KJKS/UJKS.

(2) Kepala Dinas menetapkan keputusan hasil penilaian Kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS dan mengeluarkan sertifikat kesehatan KSP/USP dan/atau KJKS/UJKS.

(3) Sertifikat KSP/USP, KJKS/UJKS menjadi salah satu referensi bagi proses fasilitas dan pembinaan KSP/USP dan/atau KJKS/UJKS.
Bagian  Ketujuh
Pemeriksaan Koperasi 

Pasal  16
(1) Pemeriksaan koperasi dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi yang bersangkutan, Dinas dan/atau Akuntan Publik bagi koperasi yang mempunyai jumlah volume usaha dalam 1 (satu) tahun paling sedikit   Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah). 

(2) Pemeriksaan koperasi oleh Pejabat Dinas sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan serta diprioritaskan kepada:

a. koperasi yang mengelola dana-dana fasilitas dari Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah;

b. koperasi yang mengelola/menghimpun dana non anggota;

c. bila ada pengaduan dari anggota dan masyarakat yang merasa dirugikan dan/atau ada dugaan penyelewengan;
d. permintaan pengurus dan/atau pengawas koperasi yang bersangkutan.
Bagian  Kedelapan
Penerbitan Rekomendasi Operasional Koperasi
Pasal 17
(1) Setiap Koperasi yang berkedudukan di luar Kota Tangerang Selatan yang menyelenggarakan usaha di Kota Tangerang Selatan wajib memiliki Rekomendasi Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas.

(2) Setiap Koperasi yang berkedudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan yang akan membuka kantor cabang baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Tangerang Selatan wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Teknis dan persyaratan pemberian rekomendasi mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB  IV
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian  Kesatu

Sasaran Pembinaan

Pasal  18
Sasaran pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memegang peranan utama dalam kegiatan ekonomi khususnya disektor:

a. pertanian yang meliputi bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, dan agro bisnis;

b. penyaluran kebutuhan pokok masyarakat dan perdagangan umum, impor dan ekspor;

c. jasa seperti bidang perkreditan, angkutan, sarana produksi, telekomunikasi, informatika dan kepariwisataan;

d. industri kecil dan kerajinan rakyat;

e. lain-lain bidang usaha sesuai dengan kemampuan dan keadaan potensi ekonomi daerah.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan



Pasal 19
(1) Pembinaan dan pengawasan UMKM dilakukan melalui pemberian bimbingan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian permodalan.

(2) Pembinaan dan pengawasan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pasal 20
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan:

a.
pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;

b.
membuat panduan untuk pengembangan usaha;
c.
pendampingan; dan

d.
memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.
Bagian Ketiga
Kriteria
Pasal 21
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

a.
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a.
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
b.
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah:

a.
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;

b.
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak                   Rp 50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah).
(4) Kriteria sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah bersama Lembaga Gerakan Koperasi dan Stakeholder lainnya melakukan penelitian pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melaksanakan pelatihan bagi para pengurus, pengawas dan anggota Koperasi serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Lembaga Gerakan Koperasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang pendanaan, sarana dan prasarana, informasi, perizinan usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

(2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:

a.
Memberikan bimbingan dan konsultasi kelembagaan dan kegiatan usaha;

b.
Mengembangkan dan mendorong serta membantu penyelenggaraan diklat teknis dan kewirausahaan; 

c.
Melakukan penyuluhan, penelitian, pengembangan dan perlindungan usaha serta pengawasan dalam kerangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

d.
Memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan, pemasaran, permodalan, teknologi, promosi dan informasi.
(3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan menetapkan bidang ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk tidak diusahakan oleh Badan Usaha lainnya.
Pasal 24
 Kebijakan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

a.
membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional;
b.
memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha-usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

c.
memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d.
menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;

e.
membebaskan biaya perijinan bagi Usaha Mikro dan memberikan   keringanan  biaya perijinan bagi usaha kecil;

f.
mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;

g.
mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu;

h.
membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB VII
KEGIATAN USAHA KOPERASI , 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 25
(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.

(2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan rapat anggota, maka koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
(3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, maka harus dikelola dengan produktifitas dan efisiensi yang tinggi.
(4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.

(5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.

(6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horisontal.

(7) Koperasi dianjurkan melaksanakan kerjasama usaha atau kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan Usaha Menengah Kecil, Usaha Mikro atau dengan Badan Usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.

(8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Bagian  Kedua

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 26
(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kumpulan orang-orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak pada bidang usaha produksi, perdagangan dan jasa dengan kualifikasi skala usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

(2) Usaha kecil agar melakukan kerja sama usaha atau kemitraan usaha dengan sesama usaha kecil dan/atau dengan koperasi dan/atau badan usaha lainnya untuk lebih mengembangkan usahanya.

Bagian  Ketiga

Pemberdayaan dan Pengembangan Sentra 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya sentra usaha mikro, kecil dan menengah pada kawasan atau lokasi tertentu karena terdapat usaha kecil menengah yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama dan atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster, produk unggulan daerah dan menjadi penggerak pengembangan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas usaha kecil.

(2) Pengembangan sentra merupakan satu kesatuan sinergi antara sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan KSP/USP, KJKS/UJKS sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pelayanan bisnis yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil di sentra.

(3) Penetapan pengembangan, pemberian kemudahan dan perlindungan serta pengawasannya sentra, KSP/USP, KJKS/UJKS dan lembaga pelayanan bisnis usaha kecil.

Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah menata dan memperkuat keberadaan dan peranserta usaha mikro dan sektor informal.

(2) Penataan dan pemberdayaan usaha Menengah, Kecil, dan Mikro adalah melalui dukungan kepastian usaha, pencadangan lokasi usaha dan perkuatan permodalan melalui dana begulir, sarana usaha, pelatihan dan bimbingan manajemen dengan pendekatan kelompok dan atau koperasi.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 29
(1) Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berwatak wirausahawan handal. 

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;

b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;

c. memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sejenis;

d. mendorong penciptaan lapangan kerja;

e. fasilitasi bantuan permodalan; dan

f. memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pasal 30
Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam       Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan agar keberhasilan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kemampuan untuk bersaing dalam memanfaatkan peluang.

Pasal 31
(1)
Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha. 
(2)
Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha-usaha yang baru.
Pasal 32
Memajukan usaha kreatif padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengandalkan kreatifitas dan budaya yang dapat meningkatkan nilai tambah.

Bagian  Kelima

Fasilitasi Usaha dan Permodalan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pasal 33
Untuk meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah, pimpinan intansi Pemerintah dapat menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah.
Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh kredit program, dana bergulir, bantuan dari Pemerintah dan atau BUMN/BUMD.

(2) Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan dana-dana penyertaan modal Pihak Ketiga yang dikelola Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(3) Pemerintah Daerah, dapat membentuk Unit Pengelolaan Dana Bergulir (UPDB) yang berada di bawah koordinasi Dinas dalam menyalurkan dana bergulir non hibah terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah.
Bagian  Keenam

Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah bersama Lembaga Gerakan Koperasi dan Stakeholder lainnya memfasilitasi terbentuknya jaringan usaha dan lembaga pemasaran bagi koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah.

(2) Pembentukan jaringan usaha dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dengan Badan Usaha Swasta atau BUMN/BUMD.
(3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan antara Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar melalui pola sub kontraktor, pemasok, waralaba, inti plasma, keagenan dan lainnya.

(4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum untuk memfasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM yang dibiayai dari dana APBD.  
Pasal  36
Kemitraan dilakukan dengan:

a.
mengembangkan pola bapak asuh antara, usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan usaha menengah dan besar;

b.
mengembangkan proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan pemasaran permodalan sumber daya manusia dan teknologi; 

c.
mencegah terjadinya hal yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha besar;

d.
mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar yang seimbang;

e.
mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan

f.
mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
Pasal 37
(1) Untuk mengembangkan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun oleh pihak swasta/BUMN/BUMD, perlu difasilitasi penyediaan tempat dan memberikan peluang berusaha bagi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah setempat melalui pola kerja sama usaha atau kemitraan usaha.

(2) Pusat Perbelanjaan/Supermarket/Mall wajib menyediakan fasilitas tempat usaha/pemasaran/promosi kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB VIII
PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 38
Perlindungan usaha dilakukan melalui kebijakan:

a.
menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;

b.
membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;

c.
membantu pengusaha untuk memperoleh bahan baku;

d.
meningkatkan kualitas dan daya saing produk;

e.
mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring;

f.
mempertahankan dan mencadang kan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;

g.
mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; dan

h.
memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 39
Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui:
a. memfasilitasi sistem pinjaman tanpa jaminan;
b.
memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan

c.
memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal  40
Kebijakan membantu pengusaha untuk memperoleh kemudahan bahan baku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan:

a.
mengusahakan bahan baku untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat memproduksi secara kontinyu;
b.
memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku usaha; dan

c.
memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.
Pasal 41
Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.
Pasal 42
Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan:

a.
membantu promosi, penyelenggaraan pameran menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
b.
membangun kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar; dan
c.
membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 43
(1) Kebijakan mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.
(2) Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kekhususan proses bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

BAB IX
PERAN DUNIA USAHA

Pasal 44
(1) Setiap usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(3) Usaha Besar Nasional dan Asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI
 Pasal 45
(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.

(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
Pasal 46
Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
e. Gerakan Koperasi diwajibkan memberikan sebagian dana pendidikan dan dana pembangunan wilayah kerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari perolehan dana tersebut dan disetorkan kerekening organisasi tersebut. Pemanfaatan dana tersebut bertujuan untuk memfasilitasi gerakan koperaasi melalui pelatihan dan pembangunan organisasi tersebut;
f. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

BAB XI
SANKSI
Pasal  47
(1). Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan, maka Pemerintah Daerah dapat membekukan koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya mencabut ijin operasional dan badan hukum koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2). Pusat perbelanjaan/Supermarket/Mall yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian ijin usaha sementara, sampai dengan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48
(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Koperasi yang sudah ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan
Tangerang Selatan 
pada tanggal
  8 November 2012
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di
Tangerang Selatan
pada tanggal  8 November 2012
SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,
DUDUNG E. DIREDJA
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 1212
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